BUPATI LIMA PULUH KOTA

KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA

NOMOR Y22TAHUN 2021

TENTANG

PELIMPAHAN WEWENANG PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN
LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2022
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BUPATI LIMA PULUH KOTA,

bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 4 ayat (3)
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, maka dipandang perlu
menunjuk pejabat yang diberi wewenang selaku
Koordinator Pengelola Keuangan Daerah, Pejabat Pengelola
Keuangan Daerah, Pengguna Anggaran/Barang, Pejabat
Penandatangan Surat Perintah Membayar (SPM), dan
Pejabat yang mengesahkan Surat Pertanggungjawaban
(SPJ) Tahun Anggaran 2022;

bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 serta untuk
kelancaran pelaksanaannya maka dipandang perlu
dilakukan Pelimpahan Wewenang Pengelola Keuangan
Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2022;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan
Keputusan Bupati.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam
Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas
Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona
Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka
Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian
Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6516);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
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Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan  Perundang-Undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indenesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
Tentang  Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15
Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2016 Nomor 15);
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12. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3
Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun
2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2021 Nomor 3);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 5
Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 5);

14. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 71 Tahun 2016
Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan scbagaimana
telah diubah dengan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota
Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Lima Puluh Kota Nomor 71 Tahun 2016 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Badan Keuangan (Berita Daerah Kabupaten
Lima Puluh Kota Nomor 86 Tahun 2018);

15. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 93 Tahun 2021
Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten
Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 93).

MEMUTUSKAN :

Melimpahkan Wewenang Pengelola Keuangan Daerah kepada

Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelola Keuangan
Daerah, Kepala Badan Keuangan selaku Pejabat Pengelola
Keuangan Daerah (PPKD) serta Kepala Perangkat Daerah (PD)
selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Menandatangani
Surat Perintah Membayar (SPM), Mengesahkan Surat
Pertanggungjawaban (SPJ) Tahun Anggaran 2022 sebagaimana
tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan yang
utuh dengan Keputusan ini.

Pe]abat sebagaimana Diktum KESATU mempunyai tugas:
Koordinator Pengelola Keuangan Daerah

Memimpin TAPD;

Menyiapkan pedoman pelaksanaan APBD;

Menyiapkan pedoman pengelolaan barang daerah;

Memberikan persetujuan pengesahan DPA-PD/DPPA-

PD; dan

Melaksanakan tugas-tugas koordinator pengelola

keuangan daerah lainnya berdasarkan kuasa yang

dilimpahkan oleh Kepala Daerah.
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2. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah mempunyai tugas:

a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelola
keuangan daerah,;

b. Menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan
APBD;

c. Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang
telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

d. Melaksanakan fungsi BUD;

e. Menyusun Laporan Keuangan Daerah dalam rangka
pertanggung jawaban pelaksanaan APBD;

f. Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang
dilimpahkan oleh Kepala Daerah.




KETIGA

KEEMPAT

3. Pengguna Anggaran/Pengguna Barang mempunyai tugas:
a. Menyusun RKA-PD;
b. Menyusun DPA-PD;
¢. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran
atas beban anggaran belanja;
Melaksanakan anggaran PD yang dipimpinnya;
Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan
pembayaran; "
Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan
pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
Menandatangani SPM;
Menandatangani SPJ;
Mengelola utang dan piutang yang menjadi
tanggungjawab PD yang dipimpinnya;
Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang
menjadi tanggungjawab PD yang dipimpinnya;
l.  Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan PD
yang dipimpinnya;
m Menunjuk dan menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis
. Kegiatan (PPTK) PD; dan
n. Melaksanakan tugas-tugas pengguna Anggaran /
Pengguna Barang lainnya berdasarkan kuasa yang
dilimpahkan oleh Kepala Daerah.
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: Dalam menjalankan tugas Pejabat sebagaimana dimaksud dalam

Diktum KESATU bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya

sebagai berikut:

1. Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah
Koordinator Pengelola Keuangan Daerah bertanggungjawab
atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah.

2. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dalam
melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala
Daerah melalui Sekretaris Daerah.

3. Pengguna Anggaran/Pengguna Barang
Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dalam
melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala
Daerah melalui Sekretaris Daerah.

: Keputusan ini nmlai berlaku sejak bulan Januari 2022.
Ditetapkan di Sarilamak
pada tangggl__w”bff 2021
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LAMPIRAN :

NOMOR

KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
: 422 TAHUN 2021

TANGGAL : 3| DeSember 2021
TENTANG : PELIMPAHAN WEWENANG PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2022
JABATAN
NO NAMA / NIP
/ STRUKTURAL WEWENANG
I 2 3 4
1  |WIDYAPUTRA, 8.S0s, M.Si [Sekretaris Daerah - Koordinator Pengelolaan Keuangan
|NIP, 19640404 198603 1 017 R 1E a_un._nn:ub gwnnnns .\:.annncan wnnm:m Sekretariat Daerah Iﬁolm.mom&m Umo,mm_u|. 0
Ay e PR it ERL | = Menandatangani Surat Perintah Zo:.__u&iu mer: mo_n.nB:n» Daerah & xomm_mbmo._.mr
........ o . | = Menandatangani / !numo-p_.,_ﬂb SPJ mnﬁdgm\ﬂ Daerah n-: Kepala Daerah
2 EE)ZUH 8.S0s, MM |Kepala Badan Keuangan - vn._wdwﬁ Pengelolaan Keuangan Daerah selaku mEu
NIP, wommoouu Hommew‘ 1000 i B s va..wn..ip nggmmmumlwgm : o
Sl : £ Snunsm_mﬁuwniiwm_.nn Perintah Zﬁnumé | oA
g SN ey I gnunﬂ&ugnglaobna%: Surat gmmssamaﬁcmn (SPJ)
3 SUHERMAN, SE |P1t. Inspektur - Pengguna Anggaran/Pengguna Barang
NIP. mumm—nwum _mg.o.m 1 005 - gnnnba_bgnw..: Surat Perintah Ena_uw%nn (SPM)
vk L | - Menandatangani/mengesahkan Surat Pertanggungiawaban (SPJ) _ sl
4  |Drs. DEDDY PERMANA Sckretaris DPRD - Pengguna Anggaran/Pengguna Barang jEedsie %
. z_v 19670810 198809 1 001 - Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM)
Sk - Zggnwﬁg_‘ﬂnﬁmgwwn Surat vngnnaaeﬂﬁvm: (SPJ)
5 ANETA BUDI PUTRA, APM.Si ﬂnﬂ&.ﬂ Badan mnvnmnams: & | - Pengguna Anggaran/ vnawnmwmlw»nnam RS S
NIP. ugmm—m 199501 1 001 ?..:mnn&nbmwu SDM - Menandatangani Surat Perintah Zoﬂwnui.. Am_us
MEL g - :nnmunugammgx mengesahkan Surat waﬁm:mm::&singn ﬁv&
6 |Drs. AimelNazra, MSi  |Pit Kepala Badan Perencanaan - Pengguna Anggaran/Pengguna Barang EETNG e
NIP. 19720521 199203 1 003 ?ao_ﬁma dan Pengembangan | - Menandatangani Surat voabﬁb 1 Membayar (SPM) (SPM) _ AR "
R R i zgwnmmmmminm.aiagnnﬂrwnu.mnaﬁ vonﬁhnngﬂnﬂw_umm (SPJ) s
~ |USMAN, S.Pd, M.MPd SR Kepala Dina s Pemberdayaan - Pengguna Anggaran/Pengguna Barang

NIP. 19650504 198506 1 001

Masyarakat Desa/Nagari

- Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) .
- go:pnmwgmm:_\ansmog—ﬁb Surat gnmcaanimwm: Amv&




~ |dr. TIEN SEPTINO, M Kes
NIP, 19630910 199101 2 001

YUNIRE YUNIRMAN, S.T, M.Si

~ |nip. 19690622 199701 2 001
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16

L

_ |RILZA HANIF, ST
~ [NIP. 19720625 199202 1 001

JONIAMIR, 8.80s
NIP. 19650619 199003 1 003

INDRAWATI, 8.Pd, M.M.Pd _
NIP. 19621117 198207 2 002

DESRI, S.Pd, M.M_
NIP, 19631206 198903 1 009

dr. ADEL NOFIARMAN
NIP. wmmwmu; Hooocu 1 005

Ir. INDRA SURIANI
NIP. 19670812 199303 2 011

Ir. SEPDI PAINDAYERI
NIP. 19650904 199303 1 004

NIP. 19740925 199803 2 005

R xnﬁ&m_uswn_.una&,xnbnnb

e Kepala Dinas ?ﬁgm_sb &

MAYANGSARI EKALISA, SP, M.Si _
~ |Hortikultura dan Perkebunan

Kepala Dinas _unumonnn:b: _unnnﬂn:r
Keluarga Berencana, Pemberdayaan
wnunu.uvsmb mnu ?zﬁnzbmwu Anak

muﬂmun Dinas ::mw:bmnb mﬁcv

?EB&E: Rakyat dan Permukiman

_ﬁnﬂn_h mﬁamu Kesatuan Wwawuw nub

Politik

:nvmam%nn:

Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda, dan
QOlahraga

Kepala Dinas Kesehatan _

Pit. Kepala Dinas Peketjaan Umum dan
Penataan Ruang

_ﬁnc_n—..ng :nﬂg

Pit. Kepala Dinas Perikanan

Fit. Koﬁﬁmbggg

- 1n=mm=_.5 gﬁnauu\vnnnnﬁnp Barang B2
| - Menandatangani Surat | Perintah Membayar (SPM)
I e Znnm:mmﬁmnmwb.\ Eoumoamw__ﬁ: m:—.wn gmﬁn.ﬁwgg (SPJ)

- Pengguna Anggaran/Pengguna Barang
- Menandatangani Surat vnwﬁﬁ& Membayar nwmgv
| = znananmgwma\ﬁﬂ_mo% Surat vﬂﬁ:ﬁcsawing nm_u&

.‘ - ?swn:um bnmmwib\vunnngw _wo._.mbm

- Pengguna QE\EE Barang

= -

- Menandatangani Surat Perintah Membayer Am.mz_ ;

- Menandatangani/mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ)

i - vnnwmnsn gmnmhp:\_un:nnnnw Barang
- Enabﬂnmﬁmumgu Surat 19.58# Membayar (SPM)
- zoanﬁ_ﬁ%&\ Bo:wnunEﬂn Surat gﬂ&ﬁéng (8PJ)

- muunmgﬂ gnnmng:un:wmnnn mmnman

- _Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) i
i Koumhnwﬁnmmb{anamounr_ﬁn Surat vﬂﬂ:ﬂﬁﬁ:ﬂbﬁﬁg (SPJ)

- Pengguna ‘Anggaran :uoann..ﬁn wﬁ.ﬂsn

- Menandatangani Surat 13.55 gn:.vnuﬂ. _wE& ;

- Ennnu&ngnwaxﬂgnnﬂrwu: Surat vﬁmamm:.:n_msﬁg nm_u,: g

B ) - vaumn..u:nbbmuwug. \gnwwﬁﬁun I

- Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM)

- Menandatangani/ Eunmowwrg Surat gnn»ﬁng (SPJ)

- Pengguna Anggaran/Pengguna ww..e.nm
Lk Znugnwnmzmwﬂ Surat Perintah Eoﬂanuﬁn (SPM)

= gnnmﬁ%%:m\ﬁaan% Surat v%ﬁnwm:nﬂwgg “mv&

e - Pengguna ?n@&.m:\vonnasuw mwnn_sm
- Menandatangani Surat Perintah zo.:gwnn nmm_é
= En:nuangb: Bgmnamg Surat wﬁmumndnawing ﬂm_.._&

= Soumuahg.mwﬂ Surat Perintah gnﬂgwﬁu (SP™M)

= Zggmnﬁnmmunxagnﬁg.mﬂnﬁ gnnc:ﬂmﬁﬂg _mv&
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25

26

27

MUHAMMAD DARMAWIJAYA, SH
NIP. 19690606 200003 1 006

AYU MITRIA FADRI, 8.8i, M.MPd
NIP. 19720923 200212 2 005

HARMEN, SH
NIP. 19670816 u..wcwoa 1 001

Ir. REFILZA .
NIP. 19630914 199103 2 004

AMBARDI, SE, MM :
NIP, Hommynu.o 199003 1 005

_ |RAHMADINOL, S.Pd
NIP. 19740414 199603 1 001

|GUSDIAN LAORA, SKM, M.8i

NIP. 19650827 198803 1 004

RADIMAS, 8.Pd Vi
NIP, 19650123 198903 1 003

FIDDRIA FALA, AP Msi
NIP. 19751126 199501 1 001

dr. HENKY PRAMUDYA, Sp.B
NIP, E.E;uoo 200501 1 006

Kepala Dinas Perhubungan

Fit. Kepala Dinas Perdagangan

|Koperasi dan UKM

Kepala Dinas Sosial

Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil

Kepala Dinas Penanaman Modal dan

: ?Ewwuna q.n_.nmnc Satu vEE .

Pit. Kepala Badan Penanggulangan
Bencana Daerah

_an_un_n mmwma mw:nwn

_nnvm_n DEmu _un_.uﬁaﬁwnbb dan
Hnﬂd__uwb

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

|pirektur RSUD :
|dr. Achmad Darwis Suliki

; vanmnnﬂm >Dn§=ﬁu:vn=ﬁc=nmn-ﬁ:m iy

waumwnﬁm Anggaran/ .n..nnnnzum Barang

‘ znguuwgwmn_ Surat Perintah Membayar (SPM)
- znswunwﬂbmns_\ Bnumo-nEnE Surat Pertanggungjawaban {SPJ)

Pengguna Emmmnnwb\m.o:mm:un WE.E.N .| i

Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) y
zanmuo_wﬁsmna\.ﬂnumnwnrg Surat _unannmm::,ﬂ!wwcg (SPJ)

?..:mnsuw Eﬁn&ﬁi Pengguna WE,E.ﬁ

- :anmbnmnh:wha Surat Perintah gnﬁc&.&. Aww_.e:

Menandatangani /mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ)

3 _uannmgn bummnhms\vﬂim:aw wm:.num

- Ensgnngwnu_\ggmnnmg Surat guﬁmﬂ:m_wimg: Em& :

- Pengguna )bmmmﬂmb\_ua:mmﬂam Barang e
: Souwunmﬁunmnw Surat Perintah ZEH_UEBH (SPM)
zosmummcﬁmnb_\ﬂnumo% mE.nﬁ vanmamw::m_némvm: (SPJ)

- H...n:mn:um Anggaran/Pengguna Barang K )
- Menandatangani Surat Perintah Eaavmwmw ﬁmm.z_
Kangnmﬁnmn:_\ Bnumoumrwub Surat wngzmm:nawiug (SPJ)

» m.n:nn.uaw >Bﬂwmnn=\ vnnnm...:m wmu.n:m

Menandatangani Surat Perintah Membayar 612:

- Snﬁmﬂﬁmﬁ:ﬂbﬁ_\ anmnun_..wn: Surat Vn_.ﬂgnm::awﬁmcmb _ﬁmm.&

| - Pengguna >=mmnnms\ Pengguna wmwm:w
_Sn:nanmﬁumma_ Surat Perintah Zn:.u&ﬂ-. nm_u_s_

Snumanmﬁumw:_\ Hunmn-wrrwb Surat Pertanggungjawaban Amm..: ,

En:n:nhﬂsumm“a_ Surat Perintah gna._rm.ﬁn nmm.!* .

‘ zongnwﬁnmmb_\ inﬁﬂnumrwms wE.nH vn:bhnncam_wﬂﬂgb (SPJ)

- woumm::m >awmnbw=\vn=nmnnn Barang

Menandatangani Surat Perintah Zna_um%m_. (SPM) .
Menandatangani/mengesahkan wnnmﬂ Pertanggungjawaban (SPJ)




38

31

 |ALFIAN, S.STP, M.Si

NIP. 19761220 199511 1 001

FERY CHOFA, SH, LL.M
NIP. 19700209 199803 1 002

Ir. EKI HARI PURNAMA, M.Si
NIP. 19660828 199803 1 002

" |GUSNI HENDRIX, S.STP, M.PA

~ |nip. 19790831 199810 1 001
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37

ALI SABRI, 8.S0s .
NIP. 19651105 198703 1 007

WARDI, S.Pd, M.Pd

NIP. 19651220 198603 1 005

ENDRA AMZAR, SH
N 19080008 199008 1 001

RICKY EDWAR, S.Sos

KHRIS LA DEVA,S.STP

~ |JONIANTO, 8.8TP
NIP. 19810531 200012 1 001

NIP. 19700928 199803 1 005

1 Camat Akabiluru
NIP., mewombm N.DOHHN 1 006 o

Kepala Dinas Perindustrian dan
Tenaga _noan

Nnuﬁ? Dinas Nogcuﬁn! &5
uu_.oﬂabnrm

Camat Gunuang Omeh

Camat Suliki

: Camat wﬁnwmmaapu

Camat Q:..msmw. .

 |camat Mungka

Camat Payakumbuh

Kepala Dinas Pemadam Kebakaran

- Vonmmnnm »nm.wnnmb:umamm:un Barang

- Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM)
- Znﬂmuawgmnu{ mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ)

- Zn:mbnnﬁhnnbw Surat Perintah Membayar ‘m.ﬂé ‘ At
# zosmuangnma_\ﬂgwnﬂgs Surat gwn:nﬁnﬂmg: _“m_ur_v

. ‘. = ?:mm:au gxgswgm

1 - vnamnE.E ga_\voanmﬁup mn.:::_m

- Znamsnnﬁsmmﬁ_ Surat _.._m..SEv Membayar (SPM)
- Znumansﬁnﬁnutagmngwrﬁu Surat Pertanggungjawaban vab

| - Pengguna Anggaran/Pengguna Barang

- Menandatangani Surat Perintah Znﬂvnuiu. Am!é

= wn_.ﬁnsan Anggaran \m.nahn:..u.b Barang
= I annnnnﬁﬂnwﬁ Surat Perintah Membayar ar (SPM)
st i .Znumnnmamﬂmnnigmn%a mﬁﬁa gnﬁnﬂngb Amv&

1- ..Zo:muapgmwsm\?nmnowwg Surat vnaﬁbmncuahsncp: (SPJ)

- Pengguna Anggaran/Pengguna Barang

Menandatangani Surat -..nnnﬁr Membayar hwmi_ iy
Znnnunpgmﬁ:\ugmoﬂrg Surat vﬂ.ﬁ:mnnsﬁwsﬁg .wv&

Pengguna .r.ummﬁ.mb\ _uounazﬂn Barang

Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM)

1 Zonnaan%u\.unaz_ﬂz Surat gmmnsanﬂng (8PJ)

- —unamm_unm gsgﬁﬁg Barang

- Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) .
- Enﬂmbmngmn&\nﬁumm-uu_ﬂs Surat §§8n§§ (SPJ)

- Pengguna Anggaran/Pengguna Barang

- znswsmnﬁs.m-u_ Surat _unnuﬁw _soﬂdnwnn (SPM)}

- Zgnngnmb_\agmnﬂbg Surat vnnmamns:Bwswg (SPJ)
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